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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dengan mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam, manusia mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan mengekplorasikan dan memanfaatkan lingkungan secara besar dan berkelanjutan tentunya akan memberikan dampak dan perubahan terhadap struktur serta keadaan lingkungan tersebut. 

Negara Indonesia sebagai negara berkembang sangat banyak memanfaatkan dan mengeksplorasikan lingkungan terutama dalam menunjang pembangunan nasional. Pembangunan itu sendiri pada hakekatnya merupakan campur tangan manusia terhadap hubungan timbal balik antara dirinya dengan lingkungan hidupnya, dalam upaya memanfaatkan sumber daya alam bagi kepentingannya guna meningkatkan taraf  hidupnya
. Kegiatan pemanfaatan dan pengeksplorasian lingkungan tersebut haruslah mempertimbangkan kelestarian fungsi lingkungan hidup bukan hanya bagi generasi masa kini tetapi juga bagi generasi yang akan datang.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati generasi masa kini dan generasi masa depan secara berkelanjutan, oleh karena itu pemerintah perlu menerbitkan suatu peraturan yang akan mencapai tujuan tersebut.

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 pada Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan bahwa, pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana dalam memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana berarti senantiasa memperhitungkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan serta kemampuan sumber daya untuk menopang pembangunan berkesinambungan atau pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah telah mengatur pengeksplorasian dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, tetapi masih saja terjadi perusakan terhadap lingkungan hidup yang berdampak pada titik seimbangnya ekosistem dan mendatangkan korban yang tidak hanya pada lingkungan tetapi juga terhadap manusia. Masih banyak pabrik-pabrik yang membuang limbah tanpa terkendali dan mengakibatkan banyak orang keracunan serta meninggal dunia, datangnya bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan air bah yang merupakan bukti bahwa alam telah diekplorasi, dikelola, dan dimanfaatkan secara tidak tepat. Hal tersebut merupakan bukti bahwa usaha pemerintah mengelola lingkungan hidup dengan asas pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkan belum mencapai tujuan yang diharapkan. 

Indonesia terletak pada posisi silang antara dua dunia dan dua samudera dengan iklim tropis dan mempunyai garis pantai terpanjang  kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu serta terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan nusantara, seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 1, bahwa Indonesia berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati. 

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, oleh karena itu lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat berupa pencemaran air, udara, dan laut serta kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Sehubungan dengan hal di atas, maka dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain sampah kemasan yang berbahaya dan sulit diurai oleh proses alam. Selama ini semakin besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ketempat pemprosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemprosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. 

Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai kehilir yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali dan pendauran ulang, sedangkan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemprosesan akhir.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 5 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Salah satu kewenangan pemerintah daerah/ kota adalah menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu dan tempat pemprosesan akhir sampah. Dalam menentukan lokasi tempat pemprosesan akhir sampah yang merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Pasaman Barat tidaklah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Pasal 9 huruf e dijelaskan bahwa Tempat Pemprosesan Akhir Sampah (TPA) dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup. Di samping itu juga Tempat Pemprosesan Akhir Sampah Kabupaten Pasaman Barat telah beberapa kali pindah dari nagari yang satu ke nagari yang lain.

Saat ini Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Kabupaten Pasaman Barat terletak di Wilayah Muara Kiawai, dimana  penyelenggaraan pengelolaan sampah di TPA Muara Kiawai tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan, karena tidak ditutup sehingga pengelolaan sampah tidak berjalan dengan efektif. Oleh karena tidak ditutupnya TPA sampah tersebut, apabila hari hujan sering terjadi pencemaran air got (bandar) yang berada dekat dengan TPA Muara Kiawai tersebut. Dengan tercemarnya air bandar yang merupakan hulu dari Sungai Kiawai dapat mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat yang berada di sepanjang Sungai Kiawai, karena sungai tersebut merupakan sungai yang dipergunakan oleh masyarakat dalam aktivitas sehari-hari seperti mandi, mencuci pakaian dan mencuci peralatan dapur. 

Dari uraian tersebut di atas, maka disepanjang Sungai Kiawai telah terjadi pencemaran yang diakibatkan oleh pengelolaan sampah yang tidak semestinya, dan hal ini tidak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Pasal 9 huruf e, dengan demikian penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam sebuah skripsi berjudul: “PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN PASAMAN BARAT”.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan permasalahan yang perlu ditelaah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pencemaran lingkungan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pasaman Barat?
2. Faktor-faktor apakah yang memengaruhi penegakan hukum pidana pencemaran lingkungan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pasaman Barat?
3. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam pengelolaan sampah?
C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pencemaran lingkungan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pasaman Barat.

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum pidana pencemaran lingkungan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pasaman Barat.

3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam pengelolaan sampah. 

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati atau dapat juga didenifisikan sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam wawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini dipakai metode pendekatan yuridis-sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penegakan hukum tindak pidana pencemaran lingkungan dalam pengelolaan sampah, dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang berkaitan terhadap permasalahan yang diteliti
.

3. Bahan dan Materi Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut
:

a. Data Primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian.
 Data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan hasil observasi di lapangan. Adapun informan yang diwawancarai pada penelitian ini dapat diketahui dari tabel berikut:
Tabel 1.

Informan Penelitian
	NO
	Nama
	Pekerjaan

	1
	Edison S
	Kabag Tata Pemerintahan Kab. Pasaman Barat

	2
	Drs. Asnal
	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat

	3
	Sukarni
	Kasubag Hukum Kab. Pasaman Barat

	4
	Gustrizal
	Kasubid Kebersihan Kab. Pasaman Barat

	5
	Aprizal
	Camat Gunung Tuleh

	6
	Desmi
	Pengawas Lapangan TPA Muara Kiawai

	7
	Almaturidi
	Tokoh Masyarakat

	8
	Marhajas
	Tokoh Masyarakat

	9
	Renold
	Masyarakat

	10
	Indra
	Masyarakat


b. Data Sekunder adalah berupa catatan, koran, dokumen laporan, dan sumber-sumber lain
. Dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan tindak pidana pencemaran lingkungan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pasaman Barat.
4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Studi dokumen adalah setiap bahan yang tertulis baik yang dipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa atau record, berupa laporan arsip, dan dokumen laporan tahunan. 

b. Wawancara mendalam (indepth interview), yang dilakukan secara terbuka dan diberikan kebebasan kepada informan, untuk berbicara secara luas dan mendalam, serta digunakan sistem snow ball  yaitu informasi yang telah didapatkan dari seorang informan, masih membutuhkan informasi dari informan lainnya sebagai data pendukung dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini. 

c. Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi merupakan cara untuk mengawasi perilaku penduduk seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, kemudian diolah dengan melakukan pengklasifikasian data dan dianalisis secara kualitatif deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati atau dapat juga didenifisikan sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam wawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya
, sehingga penemuan penelitian yang akan dirumuskan menjadi kesimpulan penelitian.
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